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Abstract

Notary has a strategic role to provide legal  counseling related to the agreement including dispute resolution 

method. The method used is a normative legal research method, which aims to examine the role of the notary 

making of the arbitration clause. Setting arbitration in Indonesia is regulated by Law No. 30 of 1999 on 

Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the arbitration clause has legal implications cover the r ights 

arbitration, but often in clause made by a notary is not clearly explain the arbitration which will be used 

because there are currently several arbitration institutions such UAR and ICSID in the international sphere, 

or at national level there BANI, BASYARNAS, BAPMI, and BAKTI, other than that contained in the clauses 

of the deed not the legal option that wil l be used by the parties. Supposedly notary can make an arbitration 

clause that is real ly l inked to the choice of law and arbitration institution digunaka, in addi tion to the notary 

must be able to provide legal counseling related to arbitration, since the settlement by arbitration to resolve 
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Abstrak

dalam pembuatan klausul arbitrase. Pengaturan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 

Kata Kunci: Notaris, Sengketa, dan Arbitrase.

A. Pendahuluan

Dunia usaha sangat rentan terhadap sengketa 

digunakan karena terlalu berbel i t-bel i t dalam 

, hal ini 

rekan bisnis, sedangkan apabila berperkara melalui 

sengketa dapat lebih cepat diselesaikan dan lebih 
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sengketa di Indonesia.

(perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) 

. Keberadaan 

arbi trase di  Indonesia diatur dengan Undang-

. Selain itu terdapat model 

(Uncitral Arbitration Law International 

Centre for  The Settlemnet Invesment Dispute). 

undangan arbri tase, meskipun demikian tidak 

mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk 

pada aturan prosedural (rules) dari lembaga arbit-

kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi maupun 

bersengketa melalui  arbitrase; (6) tidak mudah 

memahami tentang masalah arbitrase, sehingga 

namun pengadilan negeri tetap saja menangani 

Notaris harus mampu memberikan penjelasan 

dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan-perbuatan 

(e)   

Notaris berwenang pula: memberikan 

tercantum dalam akta notaris, diperlukan pemahaman 

dari para pihak untuk mengajukan gugatan melalui 

diselesaikan melalui  arbitrase, dalam hal ini lah 

notaris berperan memberikan pemahaman hukum 

jelas dalam klausul tersebut terkait badan arbitrase 

untuk mencantumkan klausul arbitrase dan apabila 

dicantumkan klausul arbitrase tersebut kurang jelas 

dipilih oleh para pihak. 

Berdasarakan uraian tersebut di atas, penulis 

merasa tertarik membahas dalam penulisan hukum 

Peran Notaris di dalam Pembuatan 

B. Eksistensi Arbitrase di Indonesia

Dasar daripada pemeriksaan arbitrase adalah 

kemauan sendiri dari para pihak. Konsensus dari para 

kehendak masing-masing pihak untuk bersedia 

UU Arbitrase 
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arbitrase diatur di dalam Penjelasan Pasal 66 huruf 

kegiatan antara lain bidang: Perniagaan, Perbankan, 

Keuangan, Penanaman modal, Industri, serta Hak 

peraturan perundang-undangan arbri tase, meskipun 

demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak 

untuk tunduk pada aturan prosedural (rules) dari 

Pelaksanaan arbitrase dipimpin 

 cakap melakukan tindakan 

hukum; berumur pal ing rendah 35 tahun; tidak 

sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak 

bersengketa;

atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan 

memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di 

. 

Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah 

1. Pactum de Compromittendo

oleh para pihak pada saat sengketa belum 

terjadi. Dalam hal ini, klausul-klausul arbitrase 

dapat dibagi menjadi:

komitmen/

kesepakatan para pihak untuk melaksanakan 

arbitrase; ruang lingkup arbitrase; bentuk 

arbitrase  (arbitrase institutional atau ad 

hoc); metode penunjukkan arbiter atau 

digunakan dalam arbitrase; pilihan terhadap 

arbitrase; klausul-klausul stabilitas dan hak 

kekebalan (imunitas), jika dimungkinkan.

dengan  per j anj i an i ni , atau 

wanprestasi , pengakhiran atau sah 

melalui  arbi trase sesuai  dengan 

/BANI/

salah satu) sebagaimana berlaku saat 

ini. 

persel i sihan pendapat mengenai 

perjanjian ini, maka para pihak telah 

bermufakat akan diselesaikan melalui 

arbitrase.

Adalah perjanjian atau klausula arbitrase 

dipersengketakan; nama lengkap dan tempat 

tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat 

tinggal arbi ter; tempat arbi ter atau majel is 

arbiter akan mengambil putusan; nama lengkap 

melalui arbitrase.

Putusan arbitrase harus sudah diucapkan 

putusan diucapkan, lembar asli atau salinan 

otentik putusan arbi trase diserahkan dan 

melanggar ketentuan-ketentuan arbitrase dapat 

dengan alasan-alasan sebagaimana diatur di 

diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

setelah putusan diambil ditemukan dokumen 
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oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil 

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase 

harus diajukan secara tertul is dalam waktu 

kepada Panitera Pengadilan Negeri  (Pasal 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam 

merasa dirugikan, dan MA harus memutus 

putusan ini merupakan putusan dalam tingkat 

C. Badan-Badan Arbitrase yang Diakui 

Eksistensinya Di Indonesia

(Uncitral Arbitration Law)

hukum di  bi dang perdagangan di antara 

para anggota-anggota PBB sehingga akan 

United 

Nation Comission ofInternational Trade Law) 

adalah sebagai berikut: “ Setiap sengketa, 

sehubungan dengan perjanj ian ini , atau 

perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase 

(

pengaturan-arbitra

B). 

(International Centre for The Settlemnet 

Invesment Dispute)

bidang investasi atau penanaman modal antara 

pemerintah atau warga negara Indonesia 

suatu perusahaan di tetapkan berdasarkan 

tempat perusahaan tersebut di di r i kan. 

Bilamana suatu perusahaan didirikan di negara 

tempat melakukan usaha (host state), tetapi 

dikendalikan oleh investor atau perusahaan 

asing, maka perusahaan tersebut dianggap 

3. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

BANI merupakan badan arbitrase pertama 

di BANI merujuk pada ketentuan arbitrase 

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 

Nasional Indonesia (BANI) merekomendasikan 

model klausa arbitrase sebagai berikut: “Semua 

diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-

peraturan administrasi dan peraturan-peraturan 

sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan 

terakhir 

Nasional)

Indonesia (MUI) untuk menangani sengketa di 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan masalah di lakukan oleh 

Majelis Arbiter.

b. Sederhana dan penuh kekeluargaan guna 

sengketa secara adi l , bi j aksan dan 

disepakati bersama.

c. Sidang dilaksanakan secara tertutup.

prinsip damai / islah 

e. Jika perdamaian tidak tercapai, proses 

pemeriksaan di lanjutkan sebagaimana 

dengan memberikan kesempatan kepada 

para pihak secara adil / seimbang.
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Majel is Arbiter dengan mengindahkan 

5. BAPMI  (Badan Arbi trase Pasar Modal 

Indonesia)

menangani sengketa di bidang pasar modal, 

dibawah koordinasi Badan Pengawas Pasar 

keinginan pelaku pasar modal di Indonesia 

menangani permasalahan di  pasar modal . 

Proses Arbitrase BAPMI mirip dengan proses 

Pengadilan, dan dalam keadaan tertentu para 

pihak dapat meminta putusan sela kepada 

tuntutan balik kepada Pemohon. 

Indonesia)

pelaku pasar untuk menuangkan kalusula 

Arbitrase pada saat membuat perjanjian sebelum 

adendum/amandemen jika perjanjian belum 

dengan standar klausula sebagai berikut: “  

sehubungan dengan Perjanjian ini dan/ atau 

pelaksanaan Perjanj ian ini , baik mengenai 

cidera janji maupun perbuatan melawan hukum, 

termasuk mengenai pengakhiran dan/atau 

keabsahan perjanjian ini, akan diselesaikan 

dan diputus melalui  Arbi trase pada Badan 

Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi 

D. Peran Notaris di Dalam Pembuatan Klausul 

Arbitrase dan Implikasi Hukum Adanya 

Klausul Arbitrase yang Dibuat oleh Notaris 

tersebut

Dalam praktik di Indonesia sudah mulai ada 

kecenderungan memil ih arbi trase sebagai cara 

walaupun masih dalam bentuk klausul arbitrase 

kewenangan menuangkan suatu perjanjian dalam 

bentuk akta autentik memiliki peran strategis untuk 

untuk membuat akta autentik dan memi l i ki 

Undang-Undang ini  atau berdasarkan undang-

seorang notaris terlihat dari bagaiamana mereka 

ketentuan arbitrase oleh para pihak, berikut ini adalah 

peran seorang notaris di dalam pembuatan klausul 

arbitrase: 

dengan baik penguasaan ilmu seorang Notaris 

pada suatu masalah tertentu menjadi lebih urgen/

lain tersebut termasuk pengetahuan di bidang 

muncul, sehingga notaris dapat memberikan 

bagi notaris sebagaiamana ditentukan dalam 



79

Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Memuat Klausa Arbitrase dan Implikasi Hukumnya ...                                                                                                       

memasukan klausul arbitrase di dalam klausul 

sengketa dengan cara memberikan penjelasan 

sengketa melalui  arbi trase dibandingkan 

minded

klausul arbitrase di dalam suatu akta autentik, 

K lausul arbi trase memil iki  impl ikasi 

di kemudian hari, karena berakibat sengketa 

ketentuan arbitrase dan menutup peluang untuk 

mengerti mengenai kedudukan klausul arbitrase 

dalam suatu kontrak, sehingga klausul arbitrase 

ini seringkali  tidak berfungsi sebagaimana 

disebabkan kekurang pahaman para pihak akan 

akta, sehingga untuk menghindari hal tersebut 

dan kelemahan arbitrase

3. Notaris harus dapat membuat klausul arbitrase 

Pencantuman klausul arbitrase dalam akta 

dalam praktik saat ini, berdasarkan pengamatan 

sering terjadi  pemuatan klausul  arbi trase 

apa serta pilihan hukum (choice of law

ada telah memberikan standar klausa arbitrase 

atau kalau para pihak menghendaki arbitrase 

ad hoc, dalam klausul  akta 

ditunjuk oleh para pihak serta pilihan hukum 

notaris akan menghindarkan silang sengketa 

tidak mengebiri hak dari para pihak.

notaris.

menentukan dalam hal para pihak tidak dapat 

setelah sengketa terjadi  perjanj ian tertul is 

tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 

Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka perjanjian 

Notaris selaku pembuat perjanjian arbitrase 

harus menguasai pengetahuan hukum terkait 

arbitrase sehingga dapat memberikan penjelasan 

terperinci mengenai perjanjian arbitrase kepada 

sengketa.

Pencantuman klausul arbitrase dalam akta 

implikasi tersebut menurut Undang-Undang 

berikut:

terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 

meni adakan hak para pi hak untuk 
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.

3) Pengadi lan Negeri  wajib menolak dan 

tidak akan campur tangan di  dalam 

ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam 

.

meniadakan hak dari  para pihak untuk 

dan membatasi kewenangan pengadilan untuk 

terikat dengan arbitrase, karena kewenangan 

absolut ada pada arbitrase. 

E. Penutup

. Selain itu terdapat pula model 

Sengketa 

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman 

Pactum 

de Compromittendo 

sengketa). 

menggunakan ketentuan arbitrase dan menutup 

saat ini, masih sering terjadi pemuatan klausul 

serta pilihan hukum (choice of law

bisa dipergunakan dalam akta notaris, atau kalau 

ad hoc

dari notaris akan menghindarkan silang sengketa 

mengebiri hak dari para pihak. Peran notaris sangat 

para pihak, berikut ini adalah peran seorang notaris 

di dalam pembuatan klausul arbitrase: menumbuhkan 

minded 

sehingga melindungi kepentingan para pihak di 

pengadilan dan membatasi kewenangan pengadilan 

terikat dengan arbitrase, karena kewenangan absolut 

dan APS)
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